WALIKOTA SEMARANG

* PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR M TARUN Xl

TENTANG

MEKANISME PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,"

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pembangunan daerah serta memperbatikan
perkembangan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ‘anggaran, maka

perlu disusun suatu mekanisme untuk penyelesaian

pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran
dengan tahun jamak; '

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang

tentang Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan
Kegiatan Tahun Jamak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan ~Daerah-daerah = Kota ~Besar Dalam :
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah; Jawa *: -

Barat dan Daerah Istiinewa,Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang -

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

~ Korupsi, Kolusi dan- Nepotisme (LembaramNegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran = Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

H

.- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 - tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

U




S.

10.

11.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep.ublik-
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; .
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang -
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 -

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079); '

Peraturan Pemerintah. Nomor 50 Tahun 1992 tentang’ A

Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, -
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Semarang
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat - I Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun =

1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor = 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara _ Repubhk Indone31a .

- Nomor 5165)
12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenta.ng :
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara ; Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

. Nomor 5533);




13.

14,

15.

16.

17

18.

19.

Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor = 4 Tahun 2015 -

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655)

.
2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun . -

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah; _ o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 64 Tahun
2013  tentang  Penerapan Standar . Akutansi =
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1425)

.
b

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11+—Fahun

2006 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturaan Daerah Kota
Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2013 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 83); ' |

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun -
2007 tentang Pengeloiaa;n. Barang Milik Daerah .

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007

Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 8); ‘

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2007
tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang (

Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6);

Berita




MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN  WALIKOTA TENTANG MEKANISME

PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN TAHUN
JAMAK,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

oo s

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Semarang,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara ‘

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai' unsur © -

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang,

Perangkat Daerah adalah unsur pembanty Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim Anggaran Pemerintah Kota Semarang yang -mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan  kebijakan Walikota dalam rangka -
penyusunan APBD. ‘

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda. ‘
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. o
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran. yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah. - _
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun: Anggaran ‘yang- :
pekerjaannya dilakukan melalyi kontrak tahun jamak. o
Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya
untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban APBD yang

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota sesuai _dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Anggaran. Pendapatan dan‘ Belanja : Daerah: yang vselanjutnya :fdisir_igkat*j s




14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. ‘

15.Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan v

keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware).

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan
Jjasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

16.

BAB I
TUJUAN DAN KRITERIA
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

(1) Kegiatan Tahun Jamak bertujuan untuk memberikan kepastian arah, - :
target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan, serta |
pembiayaannya yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 1 (satu).

tahun anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui Kontrak
Tahun Jamak.

Kontrak Tahun Jamak seébagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka efisiensi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua |
Kriteria
Pasal 3

Kegiatan Tahun Jamak sekuran

berikut: : e T : SRR

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau |

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus-tetap o
berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti: '
1. penanaman benih/bibit; S

penghijauan;

makanan atau obat di rumah sakit/puskesmas/panti/kebun binatang;

layanan pengangkutan sampah atau penyapuan jalan; ‘

pengadaan jasa kebersihan (cleaning service) atau jasa keamanan;

sewa jaringan/bandwith;

Jasa asuransi; dan

pemeliharaan peralatan dan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk pompa pengendali banjir.

. pekerjaan Jasa Konsultansi atas
komplek atau berskala besar
dari 12 (dua belas) bulan.

g-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai

X NG AN

pelaksanaan kegiatan yang bersifat
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih




. - BABIIT = . : :
PENGUSULAN DAN PENGKAJIAN
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 4 : S

(1) Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Kegiatan Tahun Jamak =~
harus terlebih dahulu mengajukan Surat Usulan tertulis kepada TAPD.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan
proposal yang paling sedikit memuat:

latar belakang;

maksud dan tujuan;

lingkup dan spesifikasi pekerjaan;

perkiraan jumlah anggaran dan sumber dana;

jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

alokasi ‘anggaran per tahun;

output pekerjaan; dan , , v T

manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/Pemerintah Daerah jika

kegiatan tersebut ditetapkan sebagai Kegiatan Tahun Jamak.

(3) Terhadap wusulan Kegiatan Tahun Jamak pekerjaan  konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. huruf a, harus melampirkan
dokumen yang diperlukan antara lain: ' ‘

a. studi kelayakan (feasibility study);

‘b. rencana umum (master plan);

rencana detail desain (detail engineering design);

bukti kesiapan lahan atau bukti pembebasan lahan;

surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala

Perangkat Daerah pengusul yang menyatakan bahwa Kegiatan Tahun

Jamak ‘yang diusulkan akan menjadi prioritas pada pagu anggaran

Perangkat Daerah bersangkutan; dan

f. surat . pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Képala
Perangkat Daerah pengusul yang menyatakan bahwa Analisis Dampak
Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya {Pemantauan Lingkungan Hidup ’(UKL-UPL)? akan  dipenuhi
sebelum pelaksanaan pelelangan. |

= L =

® oo o

Pasal 5

(1) Usulan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana. dimaksud dalam pasal 4
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyampaian KUA dan =~
PPAS ke DPRD. '

(2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

menganggarkan Kegiatan Tahun Jamak tersebut pada tahun anggaran
berikutnya.




(1)

(6)
(7)

(8)

©)

Bagian Kedua
Pengkajian
Pasal 6

Usulan beserta dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam ‘pasal 4,

dan pasal 5 yang telah diterima oleh TAPD ‘selanjutnya dilakukan =~

pengkajian.

Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sub
Tim TAPD. -
Selain Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD dapat
melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan/atau pakar independen yang
bersertifikat dan kompeten sesuai dengan keahliannya dan/atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

cara:

a. Menyesuaikan antara usulan dengan kriteria Kegiatan Tahun J amak;

b. Menyesuaikan antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah
ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan /atau Rencana Tata Ruang Wilayah;

C.. Melihat relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;

d. Melihat besarnya manfaat yang dihasilkan; dan

‘e. Melihat urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.

Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitumg—sejak
tanggal diterimanya usulan dan dokumen terkait,

Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada TAPD.

TAPD membahas hasil kajian Sub Tim TAPD dan apabila disetujui maka
TAPD membuat rekomendasi kepada Walikota,

Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan
setuju, maka Walikota menyampaikan surat permohonan persetujuan
kepada DPRD., :
Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak

setuju, maka TAPD membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat
Daerah Pengusul.

‘BAB IV :
PENGANGGARAN DAN PERSETUJUAN
Pasal 7

Kegiatan Tahun Jamak yang diusulkan oleh Walikota kepada DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD yang persetujuannya
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan

KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun
jamak.




(2) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; .
€. jumlah anggaran dan sumber dana; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

sekurang-

Pasal 8 I
Dalam pembahasan APBD, Kegiatan Tahun Jamak yang telah disetujui - -
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), harus dimasukkan ke dalam
RKA Perangkat Daerah untuk menjadi priorita

S Yang sepenuhnya menjadi
tanggungjawab Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk
menganggarkannya.

Pasal 9

Jangka wakty benganggaran Kegiatan Tahun Jamak tidak boleh melampaui
masa jabatan Walikota,

‘Pasal 10 .

(1) Terhadap Kegiatan Tahun Jamak yang telah mendapat persetujuan DPRD
-sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diterbitkan Keputusan

Walikota tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
(2) TAPD menyiapkan draft

peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
(4) Perangkat Daerah tidak diperkenankan melaku

BAB vV
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku penanggungjawab Kegiatan TahurmrJamak
melakukan monitoring  Kegiatan Tahun Jamak yang menjadi
tanggungjawabnya.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
kepada Walikota melalu;j TAPD,




(1)

Pasal 12

Apabila dalam Kegiatan Tahun Jamak terjadi ketidaksesuaian antara
rencana dengan realisasi pelaksanaannya, terjadi keterlambatan yang
mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian, terjadi kebutuhan
penambahan anggaran yang diakibatkan oleh kondisi keadaan kahar (force
major) atau penambahan volume pekerjaan serta terjadi keadaan yang
sejenis lainnya, maka Kepala Perangkat Daerah bers_angkutan dalam

Jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja-Wajib.:inelapé'fka;ni'-»'f FAFAE

secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan TAPD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TAPD untuk
mendapatkan rekomendasi tindak lanjut penyelesaiannya. ‘

Hasil rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada-asat (2).

dilaporkan oleh TAPD kepada Walikota.

Dalam hal hasil rekomendasi ‘dan penyelesaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merubah alokasi anggaran per tahun tanpa merubah jumlah
total anggaran, maka cukup dilakukan perubahan Keputusan Walikota
tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak. ;

Apabila hasil rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merubah jumlah total anggaran, maka dilakukan perubahan Nota
Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada ténggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan peneémpatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Met
T

Ditetapkan di Semarang
padp e |

ot

OIC

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 29[, NOMOR {4




